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RINGKASAN

Evan Hanzel Pandeirot, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan
LoaJanan dibawah Bimbingan Bapak Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P dan Bapak Ahmad Yani,
S.Sos., M. Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Loa Janan
Ulu, Kecamatan Loa Janan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran BUMDes
sebagai instrumen strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan BUMDes di desa
tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan dalam peraturan daerah, terutama terkait
dengan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan. Rumusan masalah dalam
penelitian ini mencakup: (1) bagaimana implementasi pengelolaan BUMDes berdasarkan
Perda Nomor 1 Tahun 2008, dan (2) apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam
implementasi kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan
gambaran faktual mengenai pelaksanaan peraturan serta mengidentifikasi kendala dan potensi
yang ada di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan
teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam
penelitian meliputi kepala desa, pengurus BUMDes, pengawas, serta masyarakat pengguna
layanan BUMDes. Analisis data dilakukan dengan model interaktif dari Miles dan Huberman,
yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 1 Tahun 2008 di Desa
Loa Janan Ulu telah berjalan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, namun masih
terdapat hambatan dalam partisipasi masyarakat yang cenderung minim dikarenakan hanya
pedagang saja yang hadir untuk rapat dan persiapan lapak dagang. Selain itu, dukungan dari
pemerintah desa telah tersedia, namun pengawasan dan evaluasi berkala masih perlu
ditingkatkan agar BUMDes dapat berfungsi secara berkelanjutan dan diterima oleh seluruh
lapisan masyarakat. Faktor pendukung dalam implementasi mencakup komitmen pemerintah
desa dan Kketersediaan anggaran, sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya
pemahaman masyarakat serta lemahnya pelibatan publik dalam proses pengambilan
keputusan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, BUMDes, Peraturan Daerah, Desa Loa Janan Ulu,
Kutai Kartanegara
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa atau biasa disingkat BUMDes dibentuk dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes termasuk lembaga yang
menaungi kepentingan masyarakat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes
sebagai bagian dari program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencakup
kepentingan masyarakat luas di desa. Sebagai program yang ditujukkan kepada untuk
masyarakat, maka dalam penyelenggaraannya masyarakat memiliki peran yang penting
dalam BUMDes.

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan BUMDes sangatlah penting dan
dominan, masyarakat dalam BUMDes dapat berperan sebagai pemodal atau investor,
Adapun dalam hal ini yang diinvestasikan dapat berupa uang atau sumberdaya lainnya
yang kemudian akan disepakati bagaimana mekanisme pembagian hasilnya, masyarakat
juga berperan sebagai partisipan usaha. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan
bahwa masyarakat sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan BUMDes. Namun
pelaksanaan operasional BUMDes tetaplah dibawah pengawasan pemerintah desa
sebagai pengambil kebijakan.

Pemerintah desa tentunya juga memiliki andil dalam pengelolaan BUMDes selain
sebagai pelopor berdirinya BUMDes diwilayah desa, pemerintah desa dapat berperan
sebagai pemodal awal, pengawas dan pengembang, serta fasilitator dalam kegiatan

BUMDes. Pengelolaan dana BUMDes juga berada dibawah pengawasan pemerintah



desa. Oleh karena itu penting bagi pemerintah desa dalam memegang teguh prinsip —
prinsip dalam pengelolaan BUMDes terutama yang sesuai dengan peraturan pemerintah
daerah masing-masing.
Berdasarkan observasi awal yang dilaksanakan di Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan
Loa Janan diketahui bahwa Masyarakat desa memiliki satu BUMDes yang berdiri untuk
mengakomodasi kepentingan masyarakat desa dan berbentuk pasar subuh, adapun
BUMdes ini haruslah berdiri dan dijalankan sesuai dengan peraturan pemerintah, baik
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kabupaten Kutaikartanegara memiliki
peraturan tersendiri yang khusus mengatur BUMDes vyaitu Peraturan Pemerintah
Kutaikartanegara No. 1 Tahun 2008 tentang badan usaha milik desa (BUMDes), namun
berdasarkan pengamatan lapangan diiketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan BUMDes
belum sepenuhnya menjalankan peraturan daerah tersebut.
Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa BUMDes di
Desa Loa Janan Ulu telah dibentuk sejak tahun 2015 dengan nama BUMDes “Sejahtera
Bersama”. Namun  pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Di
Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara masih di
temukan beberapa kendala pada saat peneliti melakukan observasi yaitu, pertama
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan masih rendah. Beberapa warga bahkan tidak
mengetahui keberadaan BUMDes atau perannya dalam pembangunan ekonomi desa.
Kedua Pemerintah Desa telah mendukung dari sisi penganggaran melalui Dana Desa,

namun pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja BUMDes belum optimal.



Dengan melihat fenomena di lapangan serta pentingnya optimalisasi pengelolaan
BUMDes, maka penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian
ini tidak hanya memberikan gambaran faktual tentang pelaksanaan kebijakan di tingkat
desa, tetapi juga menjadi kontribusi ilmiah dalam penguatan peran desa dalam
pembangunan lokal. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku
kebijakan untuk melihat efektivitas implementasi regulasi di masyarakat.

Berdasarakan latar belakang masalah diatas serta beberapa penelitian terdahulu
maka peneliti merasa perlu untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Kutaikartanegara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang
Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa
Janan”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai suatu acuan atau fokus
pertanyaan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data dilapangan sehingga
memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi :

Menurut Sugiyono (2016:56) “Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan
yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data bentuk-bentuk rumusan
masalah penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian menurut Tingkat ekplanasi”

Kemudian menurut Lexy J Moleong (2014:93) “Masalah adalah lebih dari sekedae
pertanyaan, dan jelas berbeda dengan tujuan. Faktor yang berhubungan tersebut dalam
hal ini mungkin berupa konsep, data empiris, pengalaman, atau unsur lainnya. Jika factor

itu diletakkan secara berpasangan akan menghasilkan sejumlah tanda tanya kesukaran



yaitu sesuatu yang tidak dipahami atau tidak dapat dijelaskan pada waktu itu.

Pendapat lain dikemukakan oleh Irma dan Manurung (2019:101) “Rumusan
masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus
dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”. Berdasarkan pendapat ahli diatas
maka dapat didtarik sebuah kesimpulan bahwa masalah adalah suatu tahapan permulaan
munculnya permasalahan umumnya dimulai dari penyimpangan dari apa yang
seharusnya terjadi. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di ketahui bahwa masalah yang
di angkat adalah:

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan pengelolaan BUMDes Loa Janan Ulu dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kutaikartanegara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Badan
Usaha Milik Desa (Bumdes)?

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengelolaan
BUMDes Loa Janan Ulu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutaikartanegara
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)?

Rumusan masalah ini akan dijawab melalui pendekatan deskriptif kualitatif, yang
memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi
kebijakan berjalan di tingkat desa. Pemilihan rumusan masalah ini mempertimbangkan
aspek realitas sosial dan administratif yang terjadi di Desa Loa Janan Ulu, serta
keterkaitannya dengan kebijakan daerah yang berlaku.

1.3 Tujuan Penelitian
Dalam penelitian diperlukan tujuan agar peneliti dapat fokus terhadap penelitian yang

ingin diketahuinya sehingga lebih terarah dan terukur. Pada dasarnya penelitian bertujuan



untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui kebenarannya. Sebelum

Peneliti memaparkan tujuan dari penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan

beberapa pendapat para ahli sebagai berikut.

Menurut Rahman Mulyawan, (2020:5) “Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat
yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesali,
sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam penelitian. Kemudian menurut sugiyono
(2015:397) “Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan
dan membuktikan pengetahuan, sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif
adalah menemukan” kemudian Menurut Lexy J Moleong (2015:94) “Tujuan suatu
penelitian adalah Upaya untuk memecahkan masalah”.

Maka berdasarkan uraian diatas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan pengelolaan BUMDes Loa Janan Ulu
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutaikartanegara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengelolaan
BUMDes Loa Janan Ulu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutaikartanegara
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Dengan demikian, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman
secara komprehensif terhadap praktik pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2008 dalam
konteks lokal, serta mengidentifikasi bentuk implementasi yang ideal berdasarkan

kondisi dan potensi desa.



1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian ilmiah yang dilakukan dapat memberikan kegunaan atau manfaat
bagi peneliti maupun kepada orang lain yang memerlukan. Menurut Sugiyono (2017:290)
“Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan
pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk
menemukan. Menemukan berarti sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahui.”

Menurut (Rachmat Trijono, 2015:15) “Suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh
pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari
penelitian terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia
dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi”. Kemudian
Menurut Kaelen (2015:235) “Suatu penelitian harus mempunyai kegunaan jelas bagi
kehidupan manusia, baik manfaat secara praktis, pragmatis, maupun manfaat secara
teoritis”.

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat dan juga kegunaan yang secara
praktis maupun teoritis demikian pula penelitian yang dilakukan dan diharapkan dapat
memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :

1. Manfaat Praktis
Adapun manfaat praktis yang diharapkan adalah sebagai berikut
a). Sebagai saran masukan dan pertimbangan pihak desa dalam melaksanakan

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terutama pada asas



keterbukaan.

b). Sebagai bahan perbandingan penyelenggaraan asas keterbukaan pada Badan
Usaha Milik Desa pada wilayah lain atau masyarakat sehingga diketahui
kekurangan dan kelebihannya

c). Dapat menjadi motivasi perbaikan diekemudian hari.

2. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan adalah sebagai berikut

a). Sebagai bahan sumbangan saran-saran dan sumbangan pemikiran bagi
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Administrasi Negara.

b). Dapat berguna bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial terutama yang berkaitan

dengan penerapan atura dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan daerah
dalam merumuskan strategi penguatan kelembagaan BUMDes. Secara akademis, hasil
penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik
mengkaji implementasi kebijakan publik di tingkat desa, khususnya dalam bidang

ekonomi desa.



BAB Il
TINJAUAN TEORI
2.1 Teori dan Konsep

Secara sederhana di dalam penelitian teori dan konsep merupakan hal yang sangat
penting sebagai landasan berpikir dalam suatu penelitian yang bertujuan agar penelitian
ini mempunyai dasar yang kokoh dan bukan hanya sekedar perbuatan coba-coba.
Menurut Wilian Wiersma dalam buku sugiyono (2018:95) “Teori adalah generalisasi
atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai
fenomena”.

Menurut Cooper dan Schindler (dalam Sugiyono 2018:95) “Teori adalah
seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga
dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramal fenomena”. Selanjutnya menurut
Neumen dalam buku Sugiyono (2018:95) “Teori adalah seperangkat konstruk (konsep),
definisi, sistematika melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat
berguna untuk menjelaskan dan meramal fenomena”.

Berdasarkan dari teori para ahli diatas dapat peneliti menyimpulkan bahwa teori
adalah menjelaskan suatu fenomena secara logis dan sistematis yang telah terbukti
kebenarannya. Menurut Harbani Pasolong (2020: 77) “Konsep yaitu astraksi mengenai
fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian,
keadaan kelompok atau individu tertentu”. Selanjutnya menurut Deddy Mulyadi (2015:
1) “Menyatakan konsep merupakan suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum

sekelompok objek, peristiwa, atau fenomena lainnya”.



Berdasarkan definisi konsep dijabarkan menurut pendapat para ahli diatas penulis
menyimpulkan bahwa konsep merupakan suatu pemahaman yang mengambarkan

peristiwa atau fenomena secara abstrak yang mudah dipahami.

2.1.1 Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan
yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengatasi masalah tertentu
dalam masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap
penting bagi kepentingan umum, seperti meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga
keamanan, mengatur ekonomi, atau melindungi lingkungan. Suaib Dkk (2022: 2)
menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala keputusan pemerintah yang dibuat
demi kepentingan masyarakat umum baik dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun
daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sore (2017: 5) yang
menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai segala tindakan pemerintah yang fokus pada
kepentingan masyarakat banyak. Berdasarkan dua pendapat ahli diatas maka dapat
diketahui bahwa kebijakan publik adalah segala keputusan pemerintah yang mengatur
tentang hajat hidup orang banyak.

Mendukung pernyataan kedua ahli diatas maka Menurut Aminuddin Bakry dalam
Hayat (2018:17) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau
pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber
daya alam, finasial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga

negara.”
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik
merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah, baik di
tingkat pusat maupun daerah, dengan tujuan untuk mengatur dan mengelola berbagai
aspek kehidupan masyarakat. Kebijakan ini berfokus pada kepentingan umum dan
mencakup pengelolaan serta pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia
secara adil dan merata. Dengan demikian, kebijakan publik menjadi instrumen utama
pemerintah dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas.

2.1.2 Peraturan Daerah Kutai Kartanegara No. 1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha

Milik Daerah (BUMDes)

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah regulasi yang ditetapkan untuk memberikan
landasan hukum dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes di desa-desa di
Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
masyarakat, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat melalui pemberdayaan ekonomi
desa. Adapun Pokok Materi Peraturan- Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal

penting terkait BUMDes, antara lain:

a). Ketentuan Umum: Definisi dan ruang lingkup BUMDes.

b). Pembentukan BUMDes: Prosedur dan persyaratan dalam mendirikan BUMDes.
c). Modal BUMDes: Sumber dan pengelolaan modal yang dimiliki BUMDes.

d). Jenis Usaha: Berbagai bidang usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes.

e). Pengelolaan BUMDes: Struktur organisasi dan mekanisme operasional BUMDes.
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f). Ketentuan Peralihan dan Penutupan: Aturan mengenai perubahan status dan

pembubaran BUMDes.

Peraturan ini menjadi dasar bagi desa-desa di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk
membentuk BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian lokal dan solusi bagi

kesejahteraan masyarakat desa.

2.1.3 Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah entitas bisnis yang dimiliki dan
dikelola oleh desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Meskipun definisi dasarnya sama, para ahli memiliki pandangan yang sedikit berbeda
mengenai BUMDes, tergantung pada sudut pandang dan fokus kajian mereka. Anggraeni
(2016: 155) menjelaskan pengertian BUMDes adalah suatu badan atau organisasi usaha
yang digunkana dan bertujuan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat. Sejalan
dengan hal tersebut maka Baharuddin et al., (2023: 184) juga menjelaskan bahwa
BUMDes adalah badan usaha diprakarsai oleh pemerintah desa yang berguna untuk
meningkatkan taraf hidup masayarakat.

Lebih lanjut Zahruddin et al., (2023: 7771) menjelaskan bahwa BUMDes adalah
badan yang dibentuk dan dikelola dengan melibatkan masyarakat serta sumberdaya yang
dimiliki guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara itu, sedikit berbeda
dengan apa yang disampaikan beberapa ahli diatas, Lake et al., (2023: 307) menjelaskan
bahwa BUMDes termasuk dalam program yang dibentuk pemerintah dalam rangka

mengoptimalkan potensi perekonomian masing-masing desa dengan cirinya masing-
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masing.

Berdasarkan pemaparan beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa
BUMDes adalah organisasi atau badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa guna
mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki desa untuk kepetingan bersama
masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup
masyarakat.

2.1.4 Tujuan BUMDes

Adapun tujuan dari pembentukan BUMDes adalah sama yaitu untuk menfasilitasi
dan meningkatkan kepentingan masyarakat desa. Namun setiap ahli memiliki
pemikirannya sendiri berkaitan dengan tujuan BUMDes. Sriyono (2021: 21) menjelaskan
bahwa tujuan utama dibentuknya badan usaha desa adalah untuk mengakomodir
kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan akan lapangan pekerjaan serta pengelolaan
keuangan yang layak. Kenedi et al., (2023: 7031) menjelaskan bahwa tujuan BUMDes
adalah optimalisasi sumberdaya daerah, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat
dikarenakan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat. Lebih lanjut Baharuddin et
al., (2023: 184) menjelaskan bahwa BUMDes dibentuk guna meningkatkan
perekonomian daerah khususnya pada desa dengan taraf hidup yang kurang.

Sejalan dengan pernyataan ahli diatas maka Kartikasari et al., (2023: 67)
menjelaskan bahwa BUMDes adalah program pemberdayaan masyarakat desa, dengan
adanya BUMDes maka diharapkan dapat memberdayakan dan menciptakan lapangan
pekerjaan bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Berdasarkan pemaparan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari
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pembentukan BUMDes adalah memfasilitasi dan mengoptimalisasi sumberdaya yang

dimiliki desa demi kepentingan masyarakat sehingga meningkatkan perekonomian dan

taraf hidup masyarakat khususnya di desa.

2.1.5 Prinsip Pengelolaan BUMDes

Prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dirancang agar usaha
yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa secara adil,
efisien, dan berkelanjutan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip utama pengelolaan

BUMDes, yang umumnya dijadikan pedoman berdasarkan peraturan nasional (seperti

Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015) dan juga diadopsi dalam peraturan daerah seperti

di Kutai Kartanegara menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1

Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), adapun pengelolaan BUMDes

berdasarkan aturan yang terikat memiliki beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:

a). Transparan, pada prinsip ini semua kegiatan usaha, keuangan, dan pengambilan
keputusan harus terbuka kepada masyarakat desa, terutama dalam laporan keuangan
dan rencana usaha.

b). Akuntabel, pengelola BUMDes wajib mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan
kepada pemerintah desa dan masyarakat. Ini termasuk audit internal maupun eksternal
secara berkala.

c). Partisipatif, masyarakat desa dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
hingga evaluasi usaha BUMDes. Ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab
bersama.

d). Berkelanjutan, BUMDes harus diarahkan agar menjadi unit usaha yang mandiri
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secara keuangan dan manajemen, tidak terus bergantung pada bantuan pihak luar,
sehingga program yang dijalankan BUMDes haruslah program yang memiliki

manfaat dan berkelanjutan.

. Akseptabel, BUMDes harus memanfaatkan potensi yang ada di desa, baik sumber

daya alam, manusia, maupun budaya lokal, agar sesuai dengan karakteristik desa

setempat.

2.1.6 Sumber Dana BUMDes

Sumber pendanaan BUMDes berasal dari berbagai macam sumber, berikut ini

adalah macam-macam sumber pendanaan BUMDes menurut Setiawan (2020: 76)

a).

b).

Anggaran Dana Desa

Anggaran dana desa dapat menjadi sumber modal awal dalam pembentukan
BUMDes, hal ini sesuai dengan aturan peruntukan dana desa yang dapat dialokasikan
sesuai kepentingan dan kebutuhan masing-masing desa. Diniasari & Dahtiah (2023:
310) menjelaskan bahwa pendirian BUMDes yang belum menghasilkan laba dapat
dianggarkan melalui dan desa karena merupakan kepentingan dan program kerja desa.
Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa modal awal pendirian BUMDes
yang utama adalah bersumber dari j penggaran dana desa, oleh karena itu Pengagaran
untuk BUMDes melalui anggaran desa harus jelas perencanaan dan peruntukannya
serta pertanggung jawabannya kedepan.

Penyertaan Modal Masyarakat

Masyarakat sebagai sasaran utama pendirian BUMDes tentunya berkesempatan untuk

menitipkan modal berupa investasi atau pinjaman untuk penyertaan modal BUMDes.
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Rahmadiane & Kamal (2024: 32) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam
BUMDes dapat berupa pengikutsertaan modal berupa uang atau sumberdaya, baik
sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dihasilkan sebagai mitra untuk
pengembangan usaha.

Pinjaman Bank

Pinjaman bank merupakan salah satu sumber modal yang mudah dan cepat untuk
permodalan dana desa yang cepat. Magdalena & Walnaldi (2018: 60) menjelaskan
bahwa bank memiliki tugas sosial untuk meningkatkan perekonomian sebagai bentuk
tanggungjawab kepada masyarakat, termasuk menyediakan pinjaman atau produk
pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudahan dalam menerima
modal pinjaman dari bank merupakan salah satu bentuk bantuan dan keikutsertaan
bank dalam meningkatkan perekonomian nasional, termasuk bank swasta maupun
bank BUMN.

Hibah

Hibah adalah uang atau modal yang disampaikan kepada organisasi atau individu
tertentu secara Cuma-Cuma tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam hal ini
hibah dalam permodalan BUMDes dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya
LSM atau Lembaga swadaya masyarakat, donor dari berbagai perkumpulan atau
organisasi nonprofit. Santosa et al, (2023: 98) menjelaskan bahwa hibah dari berbagai
sumber dapat berupa uang modal ataupun sumber daya lainnya seperti alat produksi

dan lain-lain.
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e). Laba Usaha
Berdasarkan pemaparan diatas maka diketahui bahwa sumber pendanaan BUMDes
berasal dari berbagai sumber yang legal seperti dana desa untuk modal awal,
penyertaan modal masyarakat termasuk investasi dan pinjaman yang
pengembalikaannya sesuai kesepakatan dan AD ART BUMDes yang ada, pinjaman
bank menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat diakses karean prosedur yang
mudah, hibah dari masyarakat atau Lembaga swasta lain adalah sumber pendanaan
bumdes, terakhir pendanaan BUMDes juga diperoleh dari laba usaha yang
dikembangkan secara terus menerus. Ramayani & Fitri (2023: 85) menjelaskan
bahwa pengelolaan laba atau keuntungan bagi BUMDes dapat dikelola dan semakin
meningkat seiring dengan perkembangan usaha yang dijalankan BUMDes. Semakin
efektif pengelolaan usaha maka semakin meningkat pula laba yang diterima.
2.1.7 Landasan Hukum
Pendirian dan pengelolaan BUMDes di Indonesia memiliki landasan hukum yang
kuat dan jelas. berikut ini dijelaskan landasan hukum berdirinya BUMDes dimasing-
masing wilayah desa.
a). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa:
1. Pasal 87: Secara tegas menyatakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes.
2. Pasal 88: Mengatur mengenai prosedur pendirian BUMDes yang harus melalui
musyawarah desa dan ditetapkan dalam peraturan desa.

3. Pasal 89: Menjelaskan manfaat berdirinya BUMDes bagi masyarakat desa.
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4. Pasal 90: Menentukan arah pengembangan bisnis BUMDes yang harus bermanfaat
bagi masyarakat desa.
b). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
Peraturan ini mengatur lebih rinci berkaitan dengan tatacara pendirian, dan
pengelolaan BUMDes
C). Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia
Peraturan mentri dalam negri yang mengatur tentang BUMDes ada beberapa dan
selalu bergantian sesuai dengan pergantian kepemimpinan, namun beberapa peraturan
mentri terkait BUMDes adalah sebagai berikut
1. Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa:
Permendagri ini merupakan salah satu peraturan awal yang mengatur tentang
BUMDes.
2. Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa: Peraturan ini

merupakan peraturan menteri yang lebih spesifik mengatur tentang BUMDes.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat diketahui bahwa BUMDes adalah badan
usaha yang memiliki landasan hukum kuat sehingga tiap pelaksanaanya haruslah
berdasarkan peraturan yang ada agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran

hukum dikemudian hari.
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2.1.8 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian sangatlah dibutuhkan, dan bertujuan
sebagai landasan dasar dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2014:93)
“mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang
bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didentifikasi sebagai
masalah yang penting”. Menurut Sugiyono (2015:91) “Kerangka berpikir yang baik akan

menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.

Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah terkait transparansi dalam
pengelolaan BUMDes oleh perangkat BUMDes yang mengindikasikan ketidaksesuaian
terhadap peraturan terutama aturan pemerintah Kutaikartanegara, adapun kerangka

pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
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Gambar 2.1
Kerangka Pikir

1. UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang “Desa”

3. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang “Badan
Usaha Milik Desa”

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartaneara Nomor 1 Tahun 2008
Tentang “Badan Usaha .Milik Desa”

¥

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun
2008 Tentang “ Badan Usaha Milik Desa” Di Loajanan Ulu Kecamatan Loa
Janan.

v

Transparansi

Akuntabel Faktor
Partisipasi €—> Penghambat

N

Faktor
Pendukung dan (€|

Berkelanjutan
Akseptabel

|

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa
Janan Kabupaten Kutai Kartanegara

gk e

Sumber : Dibuat Oleh Peneliti 2025.



BAB I
METODE PENELITIAN
3.1 Jadwal Penelitian

Dalam suatu penelitian yang merupakan suatu kegiatan yang antara satu dengan
yang lain saling keterkaitan. Untuk itu perlu disusun jadwal penelitian yang
menggambarkan pelaksanaan agar penelitian dapat berjalan dan tepat waaktu
sebagaimana mestinya.

Menurut V Wiratna Sujarweni ( 2014 : 73 ) waktu penelitian adalah adalah tanggal
, bulan dan tahun di mana kegiatan penelitian tersebut di lakukan. Selanjutnya Menurut
Sugiyono (2020;47) menjelaskan bahwa “jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama
karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan”. Selanjutnya menurut
Pohan dalam Andi Prastowo (2016:287) “Jadwal Penelitian adalah salah satu komponen
dalam proposal penelitian yang berisi waktu dan kegiatan selama penelitian, mulai dari
persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan”.

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa waktu penelitian
mencakup periode atau rentang waktu tertentu di mana seluruh proses penelitian
dilaksanakan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil
penelitian. Waktu penelitian bersifat penting karena menggambarkan durasi dan alur
kegiatan penelitian secara terstruktur. Dalam penelitian kualitatif, waktu yang
dibutuhkan umumnya lebih lama karena berfokus pada upaya penemuan yang mendalam

dan komprehensif,

20
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Tabel 1. Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian 2025
No Keterangan februari | Maret | April | Mei | Juni
Observasi Awal

Pengajuan Judul
Penyusunan Proposal

Seminar Proposal
Penelitian Lapangan

Seminar Hasil
) Pendadaran
Sumber : Dibuat oleh peneliti, 2025

N o gk Wi e

3.2 Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis lebih memilih jenis menggunakan metode penelitian
deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah agar mampu mendapatkan informasi secara
mendalam tentang tulisan, perkataan, atau perilaku yang diamati dari individu, kelompok,
organisasi, maupun masyarakat. Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah karena
penulis ingin mendeskriptifkan upaya yang di lakukan oleh peristiwa maupun fenomena
yang terjadi di lapangan dan menyajikan data sistematis, faktual, dan akurat mengenai
faktor-faktor atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian
yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi
objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah
sebagai  instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi
(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk

menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih
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rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang
individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Menurut Lexy J Moleong (2014:4)
penelitian kualitatif adalah merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat
diamati”. Sedangkan Abdussamad (2021: 20) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif
adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental
bergantung pada pengamatan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian
deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pemahaman
mendalam terhadap fenomena yang terjadi secara alamiah. Metode ini menekankan pada
proses pengumpulan data yang bersifat triangulasi (gabungan), dengan peneliti sebagai
instrumen utama dalam observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan secara induktif
untuk menghasilkan pemahaman yang kaya dan bermakna, bukan sekadar generalisasi.
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, dan menjelaskan fenomena,
perilaku individu, kelompok, atau peristiwa tertentu melalui pengamatan langsung dan
pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian dengan
menetapkan lokasi serta objek sehingga membuat peneliti akan lebih mudah dalam
melakukan penelitian. Menurut Sugiyono (2017: 399) lokasi penelitian merupakan
tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti. Misalnya di sekolah, perusahaan,

lembaga pemerintah, jalan, rumah, pasar dan lain-lain. Sahir (2021: 35) mendukung
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pernyataan tersebut menjelaskan bahwa lokasi penelitian adalah tempat dimana masalah
bermula dan dipelajari penyebab serta alur dari permasalahan tersebut untuk kemudian
menemukan jawaban dari penelitian yang dilakukan, sejalan dengan dua pendapat ahli
diatas maka Sugiarto (2022: 9) menjalaskan bahwa lokasi penelitian adalah titik
terjadinya fenomena masalah yang menarik perhatian untuk diamati dan ditemukan
jawabannya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa lokasi
penelitian adalah tempat dimana proses study yang digunakan untuk memperoleh
pemecahan masalah penelitian berlangsung. Pemilihan suatu lokasi penelitian harus
didasari dengan pertimbangan yang baik agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah
dibuat. Untuk itu suatu lokasi penelitian dipertimbangkan melalui mungkin tidaknya
untuk dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Selain itu penting juga dipertimbangkan
apakah lokasi penelitian tersebut memberi peluang yang menguntungkan bagi peneliti
untuk dikaji lebih dalam. Adapun lokasi penelitian yang di tetapkan adalah di BUMDes
Pasar Subuh Desa Loa Janan Kecamatan Kutaikartanegara Provinsi Kalimantan Timur,
3.4 Definisi Konsepsional

Sebuah penelitian untuk membuat konsep tentang apa yang hendak diteliti.
Definisi konsepsional ini berisikan sesuatu yang menggambarkan adanya hubungan
antara konsep yang khusus dengan konsep yang akan diteliti.

Menurut Dedy Mulyadi (2015:1) “Konsep adalah suatu abstraksi yang
menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa, atau fenomena lainnya”.

Kemudian menurut Riduwan (2014:36) “Definisi konsepsional adalah tanggapan dalam
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penelitian sebagai landasan teori dan pemikiran yang digunakan dalam penelitian yang
mana semua hasil, kesimpulan, dan kebenarannya diterima oleh peneliti”. Selanjutnya
menurut Harbani Pasolong (2020:77) menjelaskan bahwa “Konsep adalah abstraksi dan
fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian,
keadaan, kelompok arau individu tertentu”.

Berdasarkan hal diatas maka definisi konsepsional dalam penelitian ini yaitu
implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutaikartanegara No. 1 tahun 2008 tentang
badan usaha milik desa ( BUMDes ) di desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan dapat
didefiniskan sebagai kesesuaian pelaksanaan pengelolaan BUMDes dengan peraturan
yang ada dan diukur dengan lima indikator yaitu transparansi, akuntabel, partisipasi,
berkelanjutan dan akseptabel.

3.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah beberapa pokok permasalahan yang menjadi pusat
perhatian atau tujuan dalam peneliti, Fokus penelitian juga merupakan garis besar dari
pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah.

Menurut Lexy J Moleong (2014:97) “Fokus penelitian merupakan inti yang
didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi
kepustakaan. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh peneliti bahwa fokus
penelitian dimaksudkan untuk membatasi dalam hal memilih data yang dikumpulkan.
Berdasarkan penjelasan fokus penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah
sebagai berikut :

1.  Kesesuaiaan pelaksanaan BUMDes Loa Janan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
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Kutaikartanegara No 1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes )
a. Transparansi, yaitu pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara
terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi
oleh warga masyarakatdesa secara luas
b. Akuntabel, yaitu pengelolaan kegiatan badan usaha milik desa harus
mengikuti peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan
kepada warga masyarakat desa
c. Partisipasi, yaitu masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat
secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pelestarian kegiatan
d. Berkelanjutan, yaitu pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan
manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan
e. Akseptabel, yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus
berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa
sehingga dapat diterima oleh semua pihak.
3.6 Sumber Data
Sumber data merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan penelitian.
Sumber data akan membantu peneliti dalam proses pengumpulan data. Menurut Sugiyono
(2014:308) Mengatakan bahwa bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data
dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.
Berdasarkan pendapat para ahli diatas peneliti menyimpulkan bahwa sumber data

merupakan suatu proses dalam pengumpulkan data penelitian melalui tindakan, kata-
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kata, dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu data primer dan data sekunder.
1)  Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti
langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti
menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik
penelitian sebagai data primer. Jenis penelitian yang digunakan dalam peneltian ini
adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan purposive
sampling.

Menurut Sugiyono, (2017:97) bahwa “purposive sampling adalah teknik
pengambilan sampel sumber data pertimbangan tertentu.” Alasan menggunakan teknik
purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai
dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik purposive
sampling yang menetapkan pertimbangan- pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu
yang harus dipenuhi oleh sampel- sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Berikut ini merupakan data primer yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini
yaitu :

a) Key Informan
Bapak Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan
Kabupaten Kutai Kartanegara, dipilih dengan metode Purposive Sampling. Dengan

pertimbangan tertentu yaitu dianggap penting dan paling mengetahui mengenai apa
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yang peneliti harapkan berupa data-data, informasi dan lain sebagainya.
b) Informan
Bertindak selaku informan dalam penelitian ini adalah Sebagai berikut :
1. Ketua BUMDes Bapak Syaifuddin Ghufron (Purposive Sampling).
2. Ketua Pengawas BUMDes Bapak Sutrisno (Purposive Sampling).
3. Bapak Anto, Ibu Jumriah Selaku pedagang yang berada diwilayah BUMDes Pasar
Subuh (Aksidental Samplimg).
2) Data Sekunder
Pada penelitian ini data yang diperoleh merupakan data yang berkaitan erat
permasalahan yang diteliti. Pendapat Sugiyono (2018:308) Data sekunder adalah
“Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data,
misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.
Berikut ini sumber data sekunder yang berhubungan langsung dengan penelitian
yaitu:
1. Profil Desa Loa Janan Ulu Kutaikartanegara
2. Susunan Organisasi BUMDes pasar subuh Loa Janan.
3. Buku, Jurnal, Artikel dan Dokumen sebagaimana pada daftar pustaka
3) Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan salah satu bagian yang penting dalam
pelaksanaan penelitian. Menurut Sugiyono (2019:455), “teknik pengumpulan data
merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari

penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai
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setting, berbagai sumber, dan berbagai cara”. Menurut Sugiyono (2017:224) “Teknik
pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena
tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, Tanpa mengetahui teknik
pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar
data yang ditetapkan”.
Dari beberapa uraian diatas teknikpengumpulan data sangat erat kaitannya
dengan masalah yang ingin peneliti pecahkan yaitu :
1. Observasi
Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data
yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.
Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.
2. Wawancara
Menurut Sugiyono (2018:136-138) wawancara adalah teknik pengumpulan data
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal
yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit atau kecil.
3. Dokumentasi
Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan
untuk memperolah data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan
angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung
penelitian. Dokumentasi ini merekam semua hasil wawancara dan keterangan yang

diberikan oleh informan
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4) Analisis Data
Analisi Data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam
suatu pola, kategori dan satu uraian dasar. Ardhana dalam Moleong (2016:103).
Sedangkan menurut Sugiyono (2015), Analisis data merupakan proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh oleh hasil observasi, wawancara, catatan
lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan dalam kategori,
menjabarkan kedalam uni-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalaman pola, pilih mana
yang penting dan yang akan diplajari dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami
oleh diri sendiri maupun orang lain.
Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model
interaktif sebagai berikut :
1. Reduksi Data
Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum,
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai
dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan
gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan
telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir
kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi
2. Penyajian Data (Data Display)
Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk
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table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data
tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan,
sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian Pengumpulan Data
Display

. Data Reduksi

Setelah mereduksi data kemudian selanjutnya adalah penyajian data.
Penyajian data juga dilakukan untuk mempermudah melihat gambaran
dilapangan secara tertulis.

Menurut Sugiyono (2020:49) “Dalam penelitian kualitatif, penyajian data
bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,
flowchart, dan sejenisnya”.

Sedangkan menurut Miles dan Huberman dalam Albi Anggito (2018:248)
“Sajian data adalalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan
kesimpulan riset dapat dilakukan”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan penyajian data
dilakukan dengan bertujuan peneliti mudah membaca, mempermudah proses

penyusunan laporan, serta mempermuda memahami gejala dilapangan.

. Penarikan Kesimpulan
Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah
penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam

penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak



31

awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa
masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat
sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran
suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi

jelas.

Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif

Pengumpulan
Data

Penyajian Data

Reduksi Data

Kesimpulan /
Verifikasi

Sumber : Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2020:133)



BAB IV
PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menyajikan data yang dihasilkan melalui  observasi,
wawancara, dokumen yang berkaitan degan penelitian dilapangan. Selain itu, pada bab
ini peneliti akan memberikan gambaran umum terkait lokasi penelitian yaitu Desa Loa
Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Profil Desa
Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024.
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Loa Janan Ulu merupakan salah satu diantara 8 Desa Di Kecamatan Loa Janan
Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki luas wilayah 11,900 km? dan memiliki
jumlah penduduk sebanyak 11,412 jiwa,

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Mahakam

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Purwajaya

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Loa Duri

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Samarinda (Kecamatan Loa Janan Ilir)

32
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4.1 Gambar
Wilayah Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan
Kabupaten Kutai Kartanegara

Simpang
Tiga

Tfanmni Arman
Loa Jaman
Ulu

.4

ri Ilir

Purvwajaya

4.2 Tugas Pokok dan fungsi

Desa Memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan  melaksanakan
pembangunan, pembinaan kemasyarkatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Dan memiliki fungsi sebagai
Penyelengara Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, pembinaan masyarakat,
Pemberdayaan Masyarakat, Pelestarian Adat Budaya Lokal.
4.3 Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai

Kartanegara Sebagai Berikut :
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Visi
“ Mewujudkan Desa Loa Janan Ulu Yang Makmur, Sejahtera, Bermartabat dan
Transparan Dalam Anggaran Pembangunan Desa”
Misi
1. Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur Desa Loa Janan Ulu
2. Melanjutkan Program-program yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa Loa
Janan Ulu Priode Sebelumnya sebagaimana tercantum dalam RPJMdes Desa Loa
Janan Ulu
3. Menigkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan Di Desa Loa Janan Ulu
4. Meningkatkan Keterlibatan Perempuan dalam pembagunan Desa Loa Janan Ulu
5. Meningkatkan Perkonomian Masyarakat berbasis Perdagangan
4.4 Keadaan Sumber Daya Manusia
Jumlah Penduduk Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai
Kartanegara berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa
Janan Kabupaten Kutai Kartanegara jumlah penduduk yang tercatat 11,412 Jiwa dan
jumlah kepala keluarga Desa Loa Janan Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara 2282 KK.
Selanjutnya penelitian akan memeparkan tabel 4.1 jumlah penduduk berdasarkan jenis
kelamin sebagai berikut :

4.1. Tabel Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Penduduk Jiwa
1 | Laki-laki 5788
2 | Perempuan 5624
3 | Kepala Keluarga 2282
4 | Kepadatan Penduduk 0,00 per km

Sumber : Profil Desa Loa Janan Ulu 2024
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 11.412 jiwa jumlah penduduk Di
Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dimana
jumlah laki-laki 5788 dan perempuan 5624
4.5 Sturktur Organisasi Desa Loa Janan Ulu

Struktur organisasi BUMDes Sesuai dengan peraturan pemerintah No 11 tahun
2021 yang mengatur tetang badan usaha milik desa. Berikut gambar struktur birokrasi
BUMDes Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara

4.2 Gambar Struktur Birokrasi BUMDes

4.6 Penyajian Data Hasil Penelitian

Penyajian hasil penelitian merupakan hasil deskripsi hasil peneliti yang dilakukan
oleh peneliti dilapangna melalui proses interaksi atau wawancara dengan Key Informan

dan Informan berkaitan dengan rumusan masalah, fokus penelitian dan judul penelitian.
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Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Di Desa
Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam penelitian ini peneliti juga meneliti yang menjadi faktor pendukung dan
penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Di Desa Loa Janan Ulu
Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut ini peneliti menyajikan
hasil wawancara dengan key informan dan informan sebagai berikut :

4.6.1. Transparansi
1. Apakah pengelolaan BUMdes dirasa cukup transparan?

Hasil wawancara dengan Key Informan Bapak Supariyo Selaku Kepala Desa Loa
Janan Ulu Mengatakan, “Ya untuk pengelolaan BUMDes saat ini sudah cukup transparan.
Karena setiap kegiatan maupun penggunaan anggaran selalu ada pelaporan kedesa oleh
anggota BUMDes dan kami sampaikan kepada masyarakat melalui forum-forum resmi
seperti musyawarah desa maupun papan informasi desa.” (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Syaifuddin Ghufron Selaku Ketua
BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, “Ya, kami memastikan bahwa pengelolaan
BUMDes sudah berjalan dengan prinsip transparansi. Seluruh kegiatan administrasi dan
keuangan dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi.” (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Sutrisno Selaku Pengawas BUMDes Loa
Janan Ulu Mengatakan, “Secara umum, kami berusaha untuk menjaga transparansi dalam

setiap kegiatan. Pengurus BUMDes rutin memberikan laporan kegiatan dan keuangan
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kepada kami sebagai pengawas dan juga kepada Kepala Desa. Masyarakat juga bisa
mengetahui perkembangan BUMDes melalui papan informasi desa dan rapat rutin.” (18
Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Anto Selaku Pedagang BUMDes Loa
Janan Ulu Mengatakan, "Kalau soal transparansi, ya sudah cukup transparan karena sudah
disampaikan didalam rapat atau di papan informasi Desa atau Kantor BUMDes." (29 Mei
2025)

Hasil wawancara dengan informan Ibu Jumriah Selaku Pedagang BUMDes Loa
Janan Ulu Mengatakan, "Ya cukup karena sudah disampaikan dalam rapat dan ada di
papan informasi desa.” (29 Mei 2025)

2.Bagaimana transparansi laporan keuangan BUMdes disampaikan kepada
masyarakat desa?

Hasil wawancara dengan Key Informan Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan
Ulu Mengatakan, “Laporan keuangan BUMDes disampaikan secara berkala melalui
forum musyawarah desa, papan informasi desa, dan juga dokumentasi digital yang dapat
diakses masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memantau perkembangan
dan penggunaan dana BUMDes secara terbuka.” (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Selaku Syaifuddin Ghufron Ketua BUMDes
Loa Janan Ulu Mengatakan, “Laporan keuangan disampaikan secara berkala kepada
masyarakat melalui papan pengumuman desa, rapat musyawarah desa, Semua ini kami
lakukan sebagai bentuk tanggung jawab agar masyarakat tahu arah dan penggunaan dana

BUMDes.”(18 Mei 2025)
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Hasil wawancara dengan informan Selaku Sutrisno Ketua BUMDes Loa Janan Ulu
Mengatakan, “pengurus BUMDes wajib menyampaikan laporan kegiatan dan laporan
keuangan. Laporan ini kami evaluasi sebelum disampaikan ke pemerintah desa dan
dibuka pada forum musyawarah desa. Dengan begitu, prosesnya tetap transparan dan bisa
dikritisi oleh masyarakat.” (18 Mei 2025)

4.6.2. Akuntabel
1. Apakah tiap program yang dibuat berdasarkan kesepakatan Bersama?

Hasil wawancara dengan Key Informan Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan
Ulu Mengatakan, “Benar setiap program BUMDes disusun berdasarkan hasil
musyawarah desa yang melibatkan unsur masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah desa.
Ini kami lakukan sesuai amanat Perda No. 1 tahun 2008 tentang Bumdes untuk menjamin
bahwa program yang dijalankan memang sesuai kebutuhan masyarakat.” (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Syaifuddin Ghufron Selaku Ketua
BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, “Betul. Setiap program BUMDes dimulai dengan
proses musyawarah desa. Jadi, seluruh kegiatan BUMDes merupakan hasil kesepakatan
bersama antara pengelola, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat.” (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Sutrisno Selaku Pengawas BUMDes Loa
Janan Ulu Mengatakan, “lya, program BUMDes tidak dibuat sepihak. Biasanya, sebelum
menjalankan suatu kegiatan, akan diadakan musyawarah yang melibatkan pengurus,
pengawas, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat. Kesepakatan bersama menjadi
dasar utama pelaksanaan program.” (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Anto Selaku Pedangang BUMDes Loa
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Janan Ulu Mengatakan, "lya sesuai dengan kesepakatan bersamaa yang ada di dalam
forum rapat hanya saja di dalam rapat ini pedagang atau masyarakat hanya perwakilan
saja." (29 mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Ibu Jumriah Selaku Pedangang BUMDes Loa
Janan Ulu Mengatakan, " ya untuk program yang ada sesuai dengan kesepakatan
bersama."”(29 mei 2025)

2.Bagaimana proses pertanggung jawaban dilaksanakan oleh pengelolaan BUMdes?

Hasil wawancara dengan Key Informan Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan
Ulu  Mengatakan, “Pengelola BUMDes wajib  menyampaikan laporan
pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran dalam forum Musyawarah Pertanggung
jawaban (MPJ). Selain itu, laporan juga diperiksa oleh Badan Pengawas BUMDes yang
telah dibentuk secara resmi oleh desa.” (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Sayifuddin Ghufron Selaku Ketua
BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, “Pengelola BUMDes wajib membuat laporan
pertanggungjawaban secara rutin, baik keuangan maupun kegiatan. Laporan ini
disampaikan ke pemerintah desa dan dibahas dalam forum evaluasi BUMDes bersama
masyarakat dan Badan Pengawas, sesuai Perda.” (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Sutrisno Selaku Pengawas BUMDes Loa
Janan Ulu Mengatakan, “Setiap akhir tahun, pengelola wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada kami sebagai pengawas dan kepada musyawarah desa. Kami
cek dan evaluasi apakah kegiatan sesuai dengan perencanaan dan apakah ada temuan

yang harus diperbaiki.” (18 Mei 2025)
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4.6.3. Partisipasi
1. Apakah masyarakat dilibatkan secara aktif dalamn kegiatan pengelolaan BUMdes?

Hasil wawancara dengan Key Informan Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan
Ulu Mengatakan, "Untuk masyarakat tidak ada ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes
ini karena BUMDes ini langsung di kelola oleh Penggurus BUMDes, masyarakat hanya
ikut pada saat rapat perencanaan dan menyediakan lapak untuk berdagang.”. (18 Mei
2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Syaifuddin Gufhron Selaku Ketua
BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "lya, kami berusaha melibatkan masyarakat, dalam
kegiatan Rapat Perencanaan dan menyediakan lapak untuk berdagang. Kami juga
membuka ruang saran dan kritik." (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Sutrisno Selaku Pengawas BUMDes Loa
Janan Ulu Mengatakan, “Untuk masyarakat sendiri mungkin hanya perwakilan saja itu
pun hanya dalam perencanaan dan evaluasi BUMDes.” (18 mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Anto Selaku Pedagang BUMDes Loa
Janan Ulu Mengatakan, "Tidak terlalu. Kami hanya dilibatkan kalau ada acara besar atau
rapat umum. Tapi dalam perencanaan kegiatan, pedagang seperti kami jarang diajak
bicara." (29 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Ibu Jumriah Selaku Pedagang BUMDes Loa
Janan Ulu Mengatakan, "Setau saya masyarakat hanya di libatkan dalam acara atau rapat

umum.” (29 Mei 2025)
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2.Siapa saja yang terlibat dalam BUMDes ini?

Hasil wawancara dengan Key Informan Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan
Ulu Mengatakan, "Yang terlibat antara lain pengurus BUMDes, pemerintah desa, BPD,
tenaga kerja di unit-unit usaha BUMDes." (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Sayifuddin Ghufron Selaku Ketua
BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "Selain pengurus inti, kami melibatkan tokoh
masyarakat, serta Karang Taruna.” ( 18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Anto Selaku Pedagang BUMDes Loa
Janan Ulu Mengatakan, “biasanya perangkat desa, pengurus inti BUMDes, Pedagang
hanya sebatas pengguna layanan, bukan pengambil keputusan.”(29 mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Ibu Jumriah Selaku Pedagang BUMDes Loa
Janan Ulu Mengatakan, “ya seperti perangkata desa, penggurus inti bumdes.” (29 mei
2025)

4.6.4. Berkelanjutan
1.Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keberlanjutan BUMdes?

Hasil wawancara dengan Key Informan Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan
Ulu Mengatakan, “Pemerintah desa mendukung penuh keberlanjutan BUMDes melalui
dukungan regulasi, pembinaan SDM, serta alokasi dana untuk penguatan modal awal.
Kami juga mendorong sinergi BUMDes dengan program-program desa lainnya.” (18 Mei
2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Syaifuddin Ghufron Selaku Ketua

BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, “Pemerintah desa berperan aktif dalam memberi
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dukungan regulasi, pembinaan, dan bantuan permodalan sesuai aturan Perda No. 1. Kami
juga memfasilitasi kerja sama dengan pihak luar agar usaha BUMDes tetap berkembang.”
(18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Sutrisno Selaku Pengawas BUMDes Loa
Janan Ulu Mengatakan, “Pemerintah desa sangat berperan, terutama dalam hal
pembinaan, pengawasan, dan juga dukungan anggaran awal. Selain itu, mereka juga
sering membantu dalam menjembatani kerja sama BUMDes dengan pihak ketiga.” (18
Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Anto Selaku Pedagang BUMDes Loa
Janan Ulu Mengatakan, "Pemerintah desa cukup mendukung, terutama dalam hal modal
awal dan promosi. Tapi untuk keberlanjutan jangka panjang, saya rasa perlu lebih aktif
lagi, misalnya membantu pelatihan usaha atau akses ke teknologi.” (29 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Ibu Jumriah Selaku Pedagang BUMDes Loa
Janan Ulu Mengatakan, "Yang pertama desa memberikan modal awal dan membantu
promosi.”(29 Mei 2025).

2. Apa strategi BUMdes dalam menghadapi perubahan pasar dan teknologi?

Hasil wawancara dengan Key Informan Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan
Ulu Mengatakan, Strategi kami adalah dengan terus memperkuat kapasitas pengurus
melalui pelatihan, menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan koperasi, serta
mengembangkan digitalisasi layanan usaha BUMDes agar mampu bersaing di era
teknologi saat ini. (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Selaku Ketua BUMDes Loa Janan Ulu



43

Mengatakan, Strateginya adalah dengan mendorong digitalisasi sistem usaha, pelatihan
SDM secara rutin, dan membuka unit usaha baru yang relevan dengan kebutuhan
masyarakat serta tren pasar. (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Sutrisno Selaku Pengawas BUMDes Loa
Janan Ulu Mengatakan, “Kami mulai beradaptasi dengan penggunaan teknologi, seperti
pencatatan keuangan digital dan promosi usaha lewat media sosial. Untuk menghadapi
perubahan pasar, kami sering melakukan evaluasi usaha dan mencari inovasi baru sesuai
kebutuhan masyarakat.” (18 Mei 2025)

4.6.5. Akseptabel
1. Apakah tiap program yang dilaksanakan dapat diterima dengan baik oleh semua
kalangan?

Hasil wawancara dengan Key Informan Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan
Ulu Mengatakan, "Sejauh ini program-program BUMDes seperti pasar desa, dan
pengelolaan air bersih cukup diterima oleh masyarakat. Kami berusaha mengedepankan
asas manfaat dan tidak memihak satu golongan saja.” (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Syaifuddin Ghufron Selaku Ketua
BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "Sejauh ini, program-program kami diterima
dengan baik oleh masyarakat karena kami selalu mempertimbangkan kebutuhan dan
kondisi lokal saat merancang kegiatan.” (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Sutrisno Selaku Pengawas BUMDes Loa
Janan Ulu Mengatakan, “Selama ini sebagian besar program bisa diterima dengan baik.

Namun tentu tidak bisa memuaskan semua pihak. Oleh karena itu, kami selalu membuka
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ruang dialog agar ada masukan dari masyarakat.”(18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Anto Selaku Pedagang BUMDes Loa
Janan Ulu Mengatakan, "Program seperti pembukaan kios dan pengelolaan pasar, secara
umum diterima. Tapi kalau soal tarif sewa atau peraturan baru, kadang ada yang keberatan
karena tidak semua diajak rembuk.” (29 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Ibu Jumriah Selaku Pedagang BUMDes Loa
Janan Ulu Mengatakan, "Mungkin ada yang menerima dan ada yang tidak karena hanya
perwakilan saja yang mengikuti Rapat.” (29 Mei 2025)

2. apakah peraturan yang ada di pasar dapat diterima dengan baik oleh pedagang di pasar?

Hasil wawancara dengan Key Informan Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan
Ulu Mengatakan, "lya, sebelum menetapkan peraturan pasar, kami selalu mengadakan
forum diskusi dengan para pedagang. Hasilnya, mereka merasa dilibatkan dan bersedia
menaati aturan karena merasa itu adil dan bermanfaat untuk semua pihak.” (18 Mei 2025

Hasil wawancara dengan informan Bapak Syaifuddin Ghufron Selaku Ketua
BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "Ya, peraturan dibuat melalui musyawarah dan
disesuaikan dengan kesepakatan bersama para pedagang. Jika ada keluhan, kami terbuka
untuk melakukan evaluasi." (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Sutrisno Selaku Pengawas BUMDes Loa
Janan Ulu Mengatakan, “Peraturan pasar dibuat melalui kesepakatan antara pengelola dan
para pedagang. Ada beberapa pro dan kontra, tapi sejauh ini dapat diterapkan dengan

baik. Kami juga rutin mengevaluasi aturan agar tetap relevan dan adil.” ( 18 Mei 2025)
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Hasil wawancara dengan informan Bapak Anto Selaku Pedagang BUMDes Loa Janan
Ulu Mengatakan, “utnuk peraturan yang ada kami dapat terima selagi tidak memberapkan
kami para pedagang.” (29 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Ibu Jumriah Selaku Pedagang BUMDes Loa
Janan Ulu Mengatakan, "Ya untuk peraturan yang ada dapat di terima dengan baik." (29
Mei 2025).

4.7 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara peneliti dengan key informan dan
informan yang telah dilakukan peneliti dilapangan (lokasi penelitian), untuk mengetahui
lebih lanjut bagaimana Badan Usaha Milik Desa, Di Desa Loa Jana Ulu Kecamatan Loa
Janan Kabupaten Kutai Kartanegara maka akan dijelaskan berdasarkan Peraturan Bupati
Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa.

4.7.1 Transparansi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2008 Tetang BUMDes secara
eksplisit menekankan pentingnya prinsip transparansi dalam pengelolaan BUMDes
transparansi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyrakat, memastikan
akuntabilitas, mendorong keberlanjutan BUMDes dalam jangka panjang. Transparansi
merupakan prinsip dasar dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1
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Tahun 2008. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BUMDes, dan
pengawas BUMDes, diketahui bahwa upaya transparansi telah dijalankan, terutama
melalui forum musyawarah desa dan papan informasi. Namun demikian, hasil wawancara
dengan beberapa informan masyarakat (pedagang) menunjukkan bahwa meskipun
informasi telah disediakan, pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan masih
terbatas. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi atau pendampingan
dalam memahami informasi publik.

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola organisasi,
termasuk dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam konteks
BUMDes Loa Janan Ulu, prinsip transparansi menjadi landasan dalam membangun
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ekonomi desa tersebut. Berdasarkan hasil
wawancara yang telah dilakukan dengan para informan kunci, baik dari unsur pemerintah
desa, pengelola BUMDes, pengawas, maupun pelaku usaha yang bermitra dengan
BUMDes, diketahui bahwa pelaksanaan transparansi sudah berjalan cukup baik.

Kepala Desa Loa Janan Ulu, menyatakan bahwa pengelolaan BUMDes telah
berjalan secara terbuka, khususnya dalam hal pelaporan kegiatan dan penggunaan
anggaran. Pelaporan ini tidak hanya dilakuk an secara internal antara pengurus BUMDes
dan pemerintah desa, tetapi juga disampaikan kepada masyarakat melalui forum-forum
resmi desa seperti musyawarah desa dan papan informasi desa. Pernyataan ini
mencerminkan adanya upaya dari pihak pemerintah desa untuk memastikan masyarakat
memperoleh akses terhadap informasi publik yang berkaitan dengan keberlangsungan

dan kinerja BUMDes.
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Administrasi dan keuangan dijalankan secara terbuka dan terdokumentasi dengan
baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes tidak hanya bersifat formalitas,
tetapi juga berorientasi pada prinsip-prinsip, di mana dokumentasi menjadi instrumen
penting dalam menjamin akuntabilitas dan auditabilitas lembaga. Sementara itu, dari
perspektif pengawasan, Pengawas BUMDes secara rutin menyampaikan laporan kegiatan
dan keuangan. Laporan tersebut tidak hanya disampaikan kepada kepala desa tetapi juga
kepada pihak pengawas sebagai bentuk kontrol dan evaluasi internal. Informasi mengenai
kegiatan BUMDes juga disampaikan kepada masyarakat melalui papan informasi desa
dan forum musyawarah desa secara rutin. Hal ini memberikan ruang partisipasi
masyarakat untuk mengetahui dan memberikan masukan terhadap kegiatan yang
dilakukan BUMDes.

Tidak kalah penting, persepsi dari masyarakat yang menjadi bagian dari pelaku
ekonomi di lingkungan BUMDes juga menunjukkan bahwa transparansi telah dirasakan
secara nyata. salah satu pedagang yang terlibat dalam kegiatan BUMDes, menyatakan
bahwa informasi terkait aktivitas dan pengelolaan dana BUMDes telah disampaikan
melalui rapat dan papan informasi yang tersedia di desa atau di kantor BUMDes. Hal
yang sama juga disampaikan oleh pedagang lainnya, yang menilai bahwa penyampaian
informasi yang dilakukan melalui forum rapat dan papan pengumuman sudah cukup
untuk memenuhi aspek keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan
BUMDes Loa Janan Ulu telah memperlihatkan komitmen terhadap prinsip transparansi,

yang tercermin melalui keterbukaan informasi, pelaporan rutin, serta dokumentasi yang
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tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan. Meskipun demikian, transparansi yang
dirasakan cukup oleh masyarakat tetap perlu terus dijaga dan ditingkatkan melalui
pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi desa berbasis daring (online),
guna memperluas jangkauan dan aksesibilitas informasi bagi seluruh warga desa,
termasuk yang berada di luar wilayah pusat desa.
1). Transparansi dalam Penyampaian Laporan Keuangan

Transparansi laporan keuangan merupakan aspek krusial dalam pengelolaan
keuangan BUMDes karena menyangkut pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana
desa yang berasal dari masyarakat dan negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan
informan kunci, diketahui bahwa penyampaian laporan keuangan BUMDes Loa Janan
Ulu telah dilakukan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat. Kepala Desa Loa
Janan Ulu, menyampaikan bahwa laporan keuangan BUMDes disampaikan secara rutin
melalui beberapa saluran, antara lain forum musyawarah desa, papan informasi desa, dan
dokumentasi digital yang dapat diakses oleh masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk
memastikan agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana BUMDes secara
langsung dan mengetahui perkembangan unit usaha yang dijalankan. Hal ini sejalan
dengan prinsip partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan,
tetapi juga memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi jalannya pembangunan
ekonomi desa. Senada dengan hal tersebut, Ketua BUMDes menyatakan bahwa laporan
keuangan BUMDes disampaikan secara berkala kepada masyarakat melalui media
informasi desa seperti papan pengumuman serta dalam forum resmi seperti musyawarah

desa.
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Menurutnya, keterbukaan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan
administratif kepada masyarakat agar mereka mengetahui arah dan penggunaan dana
BUMDes. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas
publik dalam pengelolaan keuangan desa. Pengurus BUMDes wajib menyampaikan
laporan keuangan yang telah dievaluasi oleh pihak pengawas sebelum disampaikan
kepada kepala desa dan masyarakat. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa
laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi nyata dan memenuhi prinsip
akuntansi dasar. Dalam forum musyawarah desa, laporan keuangan tersebut tidak hanya
disampaikan tetapi juga dapat dikritisi oleh masyarakat, memberikan ruang bagi publik
untuk berperan aktif dalam proses evaluasi dan pengawasan.

Dengan adanya pelaporan yang dilakukan secara terbuka dan rutin, serta adanya
evaluasi dari pihak pengawas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme transparansi laporan
keuangan BUMDes Loa Janan Ulu telah memenuhi unsur akuntabilitas dan keterbukaan
publik. Namun, tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas pelaporan, baik dari
segi isi maupun cara penyampaian, agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum,
terutama yang tidak memiliki latar belakang di bidang keuangan.

Dalam konteks pengembangan BUMDes ke depan, transparansi keuangan juga
dapat didorong melalui sistem digitalisasi laporan keuangan yang lebih terstruktur dan
bisa diakses secara daring. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya bergantung pada
informasi fisik seperti papan pengumuman, tetapi juga memiliki pilihan untuk mengakses
data secara mandiri kapan saja.

Berdasarkan hasil Penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes Loa
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Janan Ulu telah berjalan dengan prinsip transparansi. Kepala Desa, Ketua BUMDes, dan
Pengawas sepakat bahwa laporan kegiatan serta keuangan disampaikan secara berkala
melalui forum musyawarah desa, papan informasi, dan dokumentasi yang dapat diakses
publik. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme yang terbuka dalam pengelolaan
informasi. Bahkan masyarakat seperti pedagang juga merasa bahwa informasi tersebut
sudah cukup transparan karena disampaikan melalui forum rapat atau papan informasi.
Ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi cukup terjamin.
4.7.2 Akuntabilitas

Meskipun tidak menggunakan istilah "akuntabilitas" secara langsung, Peraturan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 tentang BUMDes memuat ketentuan
yang secara implisit mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes
melalui tata cara pembentukan, pengelolaan, organisasi, dan ketentuan penutup.

Akuntabilitas BUMDes diukur melalui kesesuaian pelaksanaan program dengan
peraturan dan adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pemerintah desa.
Dalam hal ini, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban
telah dilakukan secara rutin. Namun, akuntabilitas juga menuntut adanya mekanisme
evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan. Meskipun laporan disusun dan
disampaikan, tidak semua warga merasa memiliki akses atau ruang untuk memberikan
masukan terhadap kinerja BUMDes.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola organisasi
publik, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Prinsip ini menekankan

pentingnya pertanggungjawaban pengelola kepada publik atas seluruh kegiatan dan
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penggunaan sumber daya, terutama yang bersumber dari dana desa dan kontribusi
masyarakat. Dalam konteks BUMDes Loa Janan Ulu, akuntabilitas tercermin dalam dua
aspek penting:
(1) penyusunan program yang berdasarkan kesepakatan bersama, dan (2) mekanisme
pertanggungjawaban pengelola kepada pemerintah desa dan masyarakat.
1. Kesepakatan Bersama dalam Penyusunan Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa seluruh
program BUMDes disusun melalui proses musyawarah desa yang bersifat partisipatif.
Hal ini disampaikan secara tegas oleh Kepala Desa Loa Janan Ulu,, yang menyatakan
bahwa seluruh program BUMDes merupakan hasil dari musyawarah desa yang
melibatkan unsur masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah desa. Proses ini dilakukan
sebagai implementasi dari amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
BUMDes, yang mengatur bahwa penyusunan program BUMDes harus berlandaskan
kebutuhan masyarakat yang nyata dan disepakati secara bersama. Senada dengan itu,
Ketua BUMDes, menegaskan bahwa seluruh kegiatan dan program BUMDes selalu
dimulai dari proses musyawarah desa. Keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan
bersama antara pengelola, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat. Hal ini
menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes tidak dilakukan secara sepihak, melainkan
melalui pendekatan deliberatif yang mengedepankan keterlibatan semua pihak terkait.

Dari sisi pengawasan, Pengawas BUMDes menyatakan bahwa program Kkerja
BUMDes selalu melalui proses diskusi dan pertimbangan bersama. Kegiatan yang akan

dilaksanakan didiskusikan terlebih dahulu dalam forum yang melibatkan pengurus,
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pengawas, serta tokoh dan wakil masyarakat. Dengan demikian, dasar pelaksanaan
program adalah kesepakatan kolektif, bukan keputusan sepihak. Informasi ini juga
diperkuat oleh pernyataan dua pelaku ekonomi desa, yang menyatakan bahwa dalam rapat
BUMDes, program dirancang dan disepakati bersama meskipun masyarakat umum hadir
melalui perwakilan. Meskipun tidak semua warga hadir langsung dalam musyawarah,
sistem representasi dianggap cukup efektif untuk menyalurkan aspirasi dan memastikan
bahwa program yang dirancang mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Loa Janan Ulu telah
menjalankan proses penyusunan program secara partisipatif dan akuntabel, di mana setiap
langkah pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan
kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi terhadap
prinsip akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai
pemilik utama BUMDes.

2. Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelola BUMDes

Selain dalam proses perencanaan, akuntabilitas juga tercermin dari tata cara
penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh pengelola BUMDes. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa BUMDes Loa Janan Ulu memiliki prosedur pertanggungjawaban
yang sistematis dan dilakukan secara berkala.

Kepala Desa Loa Janan Ulu, menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban
dilakukan setiap akhir tahun anggaran dan disampaikan dalam forum resmi yaitu
Musyawarah Pertanggungjawaban (MPJ). Selain itu, laporan tersebut juga diperiksa

terlebih dahulu oleh Badan Pengawas BUMDes, yang dibentuk dan disahkan oleh
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pemerintah desa. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes telah
memenuhi unsur akuntabilitas vertikal, yakni kewajiban pengelola untuk memberikan
laporan kepada otoritas formal desa. Ketua BUMDes, menjelaskan bahwa laporan
pertanggungjawaban yang disusun mencakup dua aspek utama, yaitu laporan keuangan
dan laporan kegiatan. Kedua laporan ini disampaikan tidak hanya kepada pemerintah
desa, tetapi juga kepada masyarakat melalui forum evaluasi BUMDes, yang turut dihadiri
oleh unsur pengawas dan perwakilan warga desa. Hal ini menunjukkan adanya komitmen
untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas secara menyeluruh kepada para
pemangku kepentingan.

Dari sisi pengawasan, Pengawasn BUMDes menyatakan bahwa setiap laporan yang
diterima akan dievaluasi dan diverifikasi untuk memastikan bahwa realisasi kegiatan dan
penggunaan anggaran telah sesuai dengan perencanaan yang disepakati. Jika ditemukan
ketidaksesuaian, maka pengurus diminta untuk memberikan klarifikasi atau melakukan
perbaikan. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai kontrol internal, tetapi juga menjadi
mekanisme korektif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan di masa mendatang.

Berdasarkan paparan dari berbagai informan, dapat disimpulkan bahwa
pertanggungjawaban BUMDes Loa Janan Ulu telah dilakukan secara berkala, terbuka,
dan melibatkan unsur pengawasan. Adanya forum musyawarah pertanggungjawaban
menunjukkan bahwa proses ini bersifat dialogis dan tidak tertutup. Selain itu, adanya
dokumentasi kegiatan dan laporan yang dapat diakses menunjukkan bahwa BUMDes
berkomitmen terhadap prinsip transparansi sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

Akuntabilitas pengelolaan BUMDes ditunjukkan dengan adanya penyusunan
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program berdasarkan hasil musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur
masyarakat. Selain itu, proses pertanggungjawaban dilakukan secara rutin, terutama
melalui Musyawarah Pertanggungjawaban (MPJ) di akhir tahun anggaran. Pengurus
diwajibkan menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan, yang kemudian dievaluasi
oleh Badan Pengawas BUMDes. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol dan
pertanggungjawaban yang formal dan jelas, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Daerah.
4.7.3 Partisipasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 tentang
BUMDes menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan
pembentukan, pengelolaan, dan jenis usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat sangat
penting untuk memastikan bahwa BUMDes dapat berfungsi dengan baik dan memberikan
manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Partisipasi merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan desa yang baik (good governance). Partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencerminkan sejauh mana
masyarakat dilibatkan secara aktif, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga
evaluasi program. Partisipasi tidak hanya dipahami sebagai keterlibatan fisik, tetapi juga
mencakup aspek pengambilan keputusan, pemberian masukan, dan pemanfaatan hasil.

indikator penting dalam mengukur sejauh mana BUMDes benar-benar dijalankan
atas dasar kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat

adanya keterlibatan masyarakat yang masih terbatas pada forum-forum tertentu, bahkan
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hanya perwakilan masyarakat saja yang terlibat aktif. Padahal, partisipasi yang ideal
mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Partisipasi
yang rendah dapat menjadi indikasi bahwa masyarakat belum merasa memiliki terhadap
BUMDes, yang dapat berdampak pada keberlanjutan program. Dalam konteks ini, teori
implementasi kebijakan menekankan pentingnya sumber daya, termasuk sumber daya
manusia. Rendahnya partisipasi bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat
terhadap fungsi dan peran BUMDes.
1. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan BUMDes

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Loa Janan Ulu, diketahui bahwa
masyarakat secara umum tidak terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan BUMDes.
Pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh pengurus BUMDes yang telah ditunjuk secara
resmi oleh pemerintah desa. Menurut beliau, sistem pengelolaan saat ini sudah berjalan
sesuai prosedur kelembagaan dan belum melibatkan masyarakat secara luas dalam
kegiatan operasional. Namun demikian, pernyataan berbeda disampaikan oleh Ketua
BUMDes, yang menyatakan bahwa pihaknya tetap berupaya melibatkan masyarakat,
khususnya dalam rapat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan usaha, seperti penyediaan
lapak dagang. Beliau juga menyebut bahwa ruang untuk saran dan kritik dari masyarakat
tetap dibuka sebagai bentuk partisipasi non-struktural. Pendapat serupa juga diungkapkan
Pengawas BUMDes. Beliau menyampaikan bahwa pelibatan masyarakat selama ini
terbatas hanya pada perwakilan dalam rapat perencanaan dan evaluasi, bukan pada
operasional harian atau pengambilan keputusan strategis.

Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih bersifat representatif,
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belum menyentuh tingkat partisipasi langsung yang lebih aktif. Sementara itu, dari sudut
pandang pelaku usaha yang menjadi bagian dari masyarakat pengguna layanan BUMDes,
ditemukan bahwa tingkat pelibatan mereka tergolong rendah. Mereka menyatakan bahwa
masyarakat baru dilibatkan jika terdapat kegiatan berskala besar atau rapat umum. Dalam
kegiatan rutin dan pengambilan keputusan, peran masyarakat pengguna seperti pedagang
tidak terlalu signifikan.

Berdasarkan informasi dari beberapa informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Loa Janan Ulu masih terbatas.
Masyarakat belum terlibat secara aktif dan penuh dalam proses pengelolaan, baik dalam
aspek perencanaan program maupun pengambilan keputusan strategis. Keterlibatan yang
terjadi cenderung bersifat formalistik dan representatif, di mana hanya tokoh atau
perwakilan tertentu yang diundang dalam rapat.

2. Unsur yang Terlibat dalam Pengelolaan BUMDes

Terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes Loa Janan Ulu,
Kepala Desa menyatakan bahwa struktur pengelolaan mencakup pengurus BUMDes,
pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tenaga kerja pada unit usaha
yang dimiliki BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa aktor-aktor formal pemerintahan
desa memiliki peran utama dalam pengelolaan organisasi ekonomi desa tersebut.

Selain itu, menurut Ketua BUMDes, pengelolaan juga turut melibatkan tokoh
masyarakat dan Karang Taruna sebagai bentuk partisipasi komunitas. Meskipun
demikian, peran kelompok ini lebih banyak berada dalam aspek konsultatif dan

pelaksanaan teknis, bukan pada pengambilan keputusan utama. Sebaliknya dari
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perspektif masyarakat pengguna, terlihat bahwa pelibatan masyarakat terbatas pada posisi
sebagai pengguna layanan atau pelaku usaha di bawah naungan BUMDes, bukan sebagai
pihak yang memiliki andil dalam kebijakan dan pengambilan keputusan. Mereka
menyatakan bahwa peran pengurus inti dan perangkat desa lebih dominan dalam
pengelolaan.

Dengan demikian, meskipun secara struktur terdapat keterlibatan beberapa elemen
desa seperti perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, namun secara umum tingkat
partisipasi masyarakat luas masih tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pola
pengelolaan BUMDes Loa Janan Ulu masih berfokus pada pendekatan top-down, di mana
keputusan lebih banyak berasal dari pengurus inti dan pemerintah desa.

Kesimpulan Sementara Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi
dalam pengelolaan BUMDes Loa Janan Ulu masih perlu ditingkatkan, terutama dalam
memberikan ruang bagi masyarakat umum untuk turut terlibat secara aktif, baik dalam
perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan BUMDes. Penguatan partisipasi
masyarakat menjadi krusial dalam mendorong akuntabilitas dan keberlanjutan BUMDes
sebagai lembaga ekonomi desa yang berbasis kebutuhan dan aspirasi warga.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes terlihat masih terbatas. Meski
pengurus menyatakan ada keterlibatan masyarakat dalam forum perencanaan, pengakuan
dari Kepala Desa dan para pedagang menunjukkan bahwa masyarakat hanya dilibatkan
sebatas perwakilan atau untuk kegiatan tertentu saja. Keterlibatan langsung masyarakat

dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan masih belum maksimal.
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Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi bersifat formalitas dan belum mencerminkan
keterlibatan aktif dari semua kalangan.
4.7.4 Keberlanjutan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 tentang
BUMDes memberikan kerangka dasar untuk pendirian dan pengelolaan BUMDes yang
berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan, dan
pengelolaan yang efisien. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan "keberlanjutan,”
prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan tersebut mendukung keberlanjutan BUMDes
dalam jangka panjang.

Keberlanjutan usaha BUMDes sangat tergantung pada dukungan dari pemerintah
desa, manajemen usaha, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Dari hasil
wawancara, diketahui bahwa pemerintah desa telah memberikan dukungan modal awal
dan regulasi.

Namun, dalam praktiknya, belum banyak strategi inovatif yang dilakukan untuk
memastikan keberlanjutan usaha. Digitalisasi dan pelatihan SDM baru mulai dirintis,
tetapi belum menyentuh seluruh aspek unit usaha.

Teori implementasi menekankan bahwa struktur birokrasi dan wewenang pelaksana
sangat menentukan keberlanjutan program. BUMDes harus mampu membangun sistem
usaha yang efisien dan adaptif, serta tidak bergantung penuh pada bantuan dana desa.

Keberlanjutan (sustainability) dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) menjadi indikator penting dalam memastikan bahwa usaha ekonomi desa

tidak hanya berjalan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu berkembang secara
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berkelanjutan. Keberlanjutan tersebut sangat ditentukan oleh peran pemerintah desa serta
strategi adaptif yang diterapkan oleh pengelola BUMDes dalam menghadapi dinamika
pasar dan perkembangan teknologi.

1. Peran Pemerintah Desa dalam Mendukung Keberlanjutan BUMDes

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Loa Janan Ulu, diketahui bahwa
pemerintah desa memiliki komitmen kuat dalam mendukung keberlanjutan BUMDes,
antara lain melalui penyediaan regulasi, pembinaan sumber daya manusia (SDM), dan
pengalokasian dana untuk penguatan modal awal. Pemerintah desa juga berperan dalam
mengintegrasikan program BUMDes dengan program-program pembangunan desa
lainnya untuk menciptakan sinergi yang berkesinambungan.

Senada dengan hal tersebut, Ketua BUMDes, menyatakan bahwa dukungan
pemerintah desa mencakup tiga aspek utama, yaitu regulasi, pembinaan teknis, dan
bantuan permodalan. Selain itu, pemerintah desa juga dinilai aktif dalam memfasilitasi
kerja sama BUMDes dengan pihak ketiga, termasuk koperasi dan pelaku usaha swasta,
sebagai bentuk strategi untuk memperluas jangkauan usaha dan meningkatkan daya saing.

Hal yang sama disampaikan oleh Pengawas BUMDes, yang menekankan
pentingnya peran pemerintah desa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, serta
penyediaan anggaran awal untuk mendukung operasional BUMDes. la juga menyoroti
peran pemerintah desa sebagai jembatan antara BUMDes dan mitra eksternal, seperti
pelaku usaha dan instansi teknis terkait.

Namun, dari perspektif masyarakat pengguna layanan BUMDes, disebutkan bahwa

meskipun dukungan pemerintah desa sudah dirasakan dalam bentuk modal awal dan
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promosi usaha, tetapi keberlanjutan jangka panjang masih memerlukan perhatian lebih,
terutama dalam bentuk pelatinan kewirausahaan dan peningkatan akses terhadap
teknologi usaha.

Dari seluruh pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah
menjalankan peran yang cukup signifikan dalam aspek dukungan awal dan struktural
terhadap keberlanjutan BUMDes. Namun, untuk mendorong keberlanjutan jangka
panjang, diperlukan penguatan dukungan yang lebih komprehensif, terutama dalam aspek
pengembangan kapasitas pelaku usaha desa dan penyediaan akses terhadap inovasi serta
teknologi.

2.  Strategi BUMDes dalam Menghadapi Perubahan Pasar dan Teknologi

BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa perlu memiliki kemampuan adaptif
terhadap perubahan pasar yang dinamis serta perkembangan teknologi digital yang
semakin pesat. Dalam konteks ini, Kepala Desa Loa Janan Ulu, menyebutkan bahwa
strategi keberlanjutan BUMDes diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus melalui
pelatihan, pembentukan kemitraan dengan koperasi dan sektor swasta, serta
pengembangan layanan berbasis digital agar mampu bersaing secara kompetitif di tengah
perubahan zaman. Ketua BUMDes, menambahkan bahwa strategi yang diambil
mencakup digitalisasi sistem usaha, penyelenggaraan pelatihan secara rutin bagi SDM,
serta pembukaan unit usaha baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tren
pasar saat ini. Pendekatan ini menjadi langkah penting agar BUMDes tidak hanya
mempertahankan operasionalnya, tetapi juga mampu melakukan ekspansi dan inovasi

usaha. Selain itu, dari sudut pandang pengawasan internal, BUMDes telah mulai
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melakukan adaptasi teknologi, seperti penggunaan aplikasi digital untuk pencatatan
keuangan serta promosi melalui media sosial. Evaluasi berkala juga dilakukan terhadap
unit usaha guna memastikan bahwa produk dan layanan BUMDes tetap sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan perkembangan pasar. Strategi-strategi tersebut menunjukkan
bahwa BUMDes Loa Janan Ulu mulai mengadopsi pendekatan inovatif dan adaptif
terhadap tantangan eksternal, yang merupakan elemen penting dari keberlanjutan usaha
desa. Namun demikian, perlu adanya dukungan berkelanjutan dalam bentuk
pendampingan teknis dan integrasi dengan kebijakan desa agar strategi tersebut tidak
berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten.

Kesimpulan Sementara Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa
keberlanjutan pengelolaan BUMDes Loa Janan Ulu telah mendapat dukungan yang
cukup baik dari pemerintah desa, terutama dalam aspek regulasi, pembinaan, dan
permodalan awal. Strategi yang diterapkan oleh pengurus BUMDes juga sudah mengarah
pada adaptasi terhadap dinamika pasar dan teknologi. Meski demikian, aspek
keberlanjutan jangka panjang masih memerlukan penguatan lebih lanjut, terutama dalam
bentuk peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi yang terintegrasi, serta perluasan
kemitraan usaha yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan lokal.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan BUMDes,
baik melalui dukungan regulasi, pembinaan sumber daya manusia, maupun bantuan
modal. Pengurus BUMDes juga mulai menerapkan strategi adaptasi terhadap perubahan,
seperti digitalisasi layanan dan pelatihan SDM. Langkah ini menunjukkan adanya

kesadaran akan pentingnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar,



62

meskipun dari sisi pelaku usaha (pedagang), masih diperlukan dukungan yang lebih aktif
seperti pelatihan kewirausahaan atau fasilitasi akses teknologi.
4.7.5 Akseptabilitas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2008 Tetang BUMDes, yang
merujuk pada penerimaan atau persetujuan terhadap segala hal yang diatur dalam
peraturan tersebut, terutama terkait jenis modal, usaha, pengelolaan, dan perubahan atau
revisi.

Akseptabilitas berkaitan dengan sejauh mana program yang dijalankan dapat
diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa
sebagian besar program diterima dengan baik, namun ada juga yang menilai bahwa proses
perumusannya belum sepenuhnya inklusif. Ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan
seperti tarif sewa dan peraturan pasar menunjukkan bahwa aspek akseptabilitas masih
bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, penting bagi pengelola BUMDes untuk selalu
melibatkan masyarakat dalam evaluasi dan revisi kebijakan.

Akseptabilitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas
pelayanan dan program yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sebuah program dikatakan akseptabel apabila dapat diterima oleh masyarakat secara luas,
tanpa menimbulkan resistensi yang signifikan. Akseptabilitas juga menyangkut proses
penyusunan kebijakan atau peraturan yang melibatkan pemangku kepentingan,
khususnya masyarakat sebagai penerima manfaat langsung.

1. Tingkat Penerimaan Masyarakat terhadap Program BUMDes

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Loa Janan Ulu, disebutkan
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bahwa sebagian besar program BUMDes, seperti pengelolaan pasar desa dan air bersih,
dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena dalam
penyusunan program, pemerintah desa berupaya untuk mengedepankan asas manfaat
yang menyeluruh serta bersifat inklusif, tanpa memihak kelompok tertentu. Senada
dengan hal tersebut, Ketua BUMDes Loa Janan, menjelaskan bahwa rancangan program
BUMDes disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal masyarakat. Oleh karena
itu, tingkat penerimaan masyarakat terhadap program-program BUMDes relatif tinggi
karena program yang dijalankan sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan warga. Namun
demikian, dari sudut pandang pengawasan, tidak semua program mampu memuaskan
seluruh pihak. Walaupun sebagian besar masyarakat menerima program tersebut dengan
baik, tetap terdapat perbedaan pendapat. Oleh karena itu, pihak pengelola senantiasa
membuka ruang dialog dan menerima masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya
perbaikan.

Adapun dari sisi pedagang, mengungkapkan bahwa program seperti pembukaan
kios dan pengelolaan pasar secara umum diterima, tetapi kadangkala muncul keberatan
terkait tarif sewa atau peraturan baru, karena tidak semua pedagang dilibatkan dalam
forum musyawarah. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Pedagang lainnya, yang
menyatakan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat, yakni perwakilan, yang terlibat
dalam rapat atau pengambilan keputusan, sehingga sebagian warga mungkin merasa
kurang dilibatkan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa program

BUMDes pada umumnya dapat diterima oleh masyarakat, namun partisipasi yang
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terbatas dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi
tingkat akseptabilitas secara menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan inklusivitas dalam
forum musyawarah dan evaluasi menjadi kunci penting untuk mempertahankan dan
meningkatkan akseptabilitas program-program BUMDes ke depan.

2. Penerimaan Terhadap Peraturan Pasar oleh Pedagang

Selain program usaha, aspek akseptabilitas juga terlihat dari sejauh mana peraturan
yang berlaku di lingkungan pasar desa diterima oleh pedagang sebagai salah satu aktor
utama dalam kegiatan BUMDes. Kepala Desa Loa Janan Ulu, menegaskan bahwa
penetapan peraturan pasar selalu didahului oleh forum diskusi antara pemerintah desa dan
para pedagang. Hasil dari forum ini menjadi dasar dalam menyusun aturan yang adil dan
diterima oleh semua pihak, sehingga para pedagang merasa dilibatkan dan bersedia untuk
menaati aturan tersebut. Ketua BUMDes, menambahkan bahwa musyawarah menjadi
landasan utama dalam perumusan peraturan, dan setiap aturan selalu disesuaikan dengan
kondisi pasar dan kebutuhan pedagang. Jika terdapat keberatan dari pedagang, pihak
pengelola membuka ruang evaluasi untuk menyesuaikan peraturan agar tetap relevan dan
tidak merugikan pihak manapun. Pengawas BUMDes juga menyampaikan bahwa proses
penyusunan peraturan pasar dilakukan secara partisipatif, walaupun tidak menutup
kemungkinan terdapat beberapa pro dan kontra. Namun secara umum, peraturan tersebut
dapat diterapkan dengan baik karena dievaluasi secara berkala.

Dari perspektif pedagang, menyatakan bahwa selama peraturan yang dibuat tidak
memberatkan, maka pedagang dapat menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan

dan keseimbangan dalam isi peraturan menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat
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penerimaan pedagang. Hal serupa disampaikan oleh Pedagang lainya yang menegaskan
bahwa peraturan yang berlaku saat ini masih dapat diterima oleh para pedagang.

Berdasarkan keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa peraturan pasar
yang diterapkan oleh pengelola BUMDes telah diterima dengan baik oleh para pedagang,
terutama karena disusun melalui pendekatan partisipatif dan bersifat fleksibel terhadap
masukan. Namun, agar akseptabilitas tetap terjaga, proses komunikasi dan evaluasi
terhadap pelaksanaan aturan perlu terus dipertahankan secara konsisten.

Kesimpulan Sementara Berdasarkan hasil penelitian, tingkat akseptabilitas program
dan peraturan yang dijalankan oleh BUMDes Loa Janan Ulu secara umum berada pada
tingkat yang baik. Masyarakat dan pedagang dapat menerima sebagian besar program dan
kebijakan, meskipun partisipasi dalam proses perumusan masih bersifat terbatas pada
perwakilan tertentu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akseptabilitas di masa depan,
disarankan agar BUMDes membuka ruang partisipasi yang lebih luas serta memperkuat
komunikasi dua arah dengan seluruh pemangku kepentingan.

Secara umum, program-program BUMDes diterima baik oleh masyarakat, terutama
dalam bentuk unit usaha seperti pasar desa dan pengelolaan air bersih. Namun, beberapa
pedagang merasa belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait
kebijakan seperti tarif sewa dan peraturan pasar. Walau begitu, mayoritas informan
menyatakan bahwa peraturan pasar dapat diterima karena disusun berdasarkan
musyawarah. Ini menunjukkan bahwa prinsip inklusivitas sudah mulai diterapkan,
meskipun implementasinya masih perlu ditingkatkan agar lebih merata dan tidak hanya

melibatkan perwakilan.
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4.7.6 Faktor Pendukung

1. Adanya papan informasi desa dan forum musyawarah sebagai sarana
penyampaian laporan kegiatan dan keuangan.

2. Dokumentasi administrasi dan keuangan disusun dengan rapi dan terbuka,
mendukung akuntabilitas dan auditabilitas.

3. Pengawas BUMDes aktif dalam pelaporan dan evaluasi, membantu menjaga
transparansi dan integritas pengelolaan.

4. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah dan kegiatan desa, meskipun belum
maksimal, menunjukkan partisipasi mulai tumbuh.

5. Adanya komitmen pengurus dalam menjaga kesinambungan usaha BUMDes
melalui inisiatif dan pengelolaan aset desa.

6. BUMDes mendapat dukungan dari pemerintah desa dalam bentuk kebijakan dan
pendampingan regulatif.

7. Produk dan layanan BUMDes mulai diterima oleh masyarakat karena

kemanfaatannya dirasakan langsung.

4.7.7 Faktor Penghambat

1. Tidak semua masyarakat memahami isi informasi yang disampaikan melalui
papan informasi atau laporan.
2. Kurangnya kapasitas SDM pengurus dalam manajemen keuangan dan usaha,

berdampak pada akuntabilitas dan efektivitas kerja.



67

Partisipasi masyarakat masih terbatas pada forum musyawarah, belum menyentuh
keterlibatan aktif dalam perencanaan dan evaluasi program.

Ketergantungan terhadap dana desa tanpa diversifikasi usaha mengancam
keberlanjutan ekonomi BUMDes.

Belum semua lapisan masyarakat merasa terwakili atau terlibat langsung, yang

memengaruhi tingkat akseptabilitas terhadap kegiatan BUMDes.
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BAB V
PENUTUP

51 Kesimpulan

Pengelolaan BUMDes Loa Janan Ulu telah menunjukkan kemajuan dalam
penerapan prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi dan akuntabilitas, didukung
oleh peran aktif pemerintah desa. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah,

lebih banyak bersifat representatif, bukan keterlibatan langsung.

Dari segi akseptabilitas, sebagian besar program diterima dengan baik oleh
masyarakat, namun keberatan muncul karena proses musyawarah yang belum
sepenuhnya inklusif. Strategi menuju keberlanjutan mulai diarahkan ke digitalisasi dan
kolaborasi eksternal, tetapi perlu penguatan lebih lanjut dalam kapasitas SDM dan

teknologi.

Implementasi Perda No. 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan melalui prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keberlanjutan, dan akseptabilitas. Namun, dalam
pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang perlu perhatian serius, terutama

dalam aspek partisipasi masyarakat yang belum maksimal.

1. Faktor Pendukung

a. Dukungan Pemerintah Desa, Pemerintah Desa Loa Janan Ulu memberikan
komitmen penuh dalam mendukung keberlangsungan program-program

BUMDes.
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b. Partisipasi Masyarakat, Masyarakat cukup antusias memanfaatkan layanan
yang diberikan, terutama pada pengelolaan pasar desa dan air bersih.

c. Potensi Ekonomi Desa, Desa memiliki potensi sumber daya yang dapat
dikembangkan menjadi unit usaha produktif.

d. Kerangka Hukum yang Jelas, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008
menjadi landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan BUMDes.

e. Kepercayaan Masyarakat, BUMDes mulai dipercaya masyarakat karena

dikelola secara terbuka dan mengutamakan asas manfaat.

2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Masih kurangnya pengelola
BUMDes yang memiliki kompetensi manajerial dan kewirausahaan.

b. Minimnya Modal dan Fasilitas, Dukungan sarana prasarana serta
permodalan masih terbatas, sehingga membatasi ruang gerak usaha.

c. Kurangnya Inovasi Program, Unit usaha yang dikelola belum sepenuhnya
beragam dan masih terfokus pada sektor tertentu.

d. Tingkat Partisipasi yang Fluktuatif, Walaupun masyarakat mendukung,
tingkat keterlibatan dalam pengelolaan belum merata.

e. Hambatan Administratif, Masih terdapat kendala dalam penyusunan

laporan keuangan dan administrasi yang sesuai standar akuntabilitas.
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai

berikut:

1. Transparansi, Pemerintah desa dan pengurus BUMDes perlu meningkatkan
keterbukaan informasi, khususnya dalam pelaporan keuangan dan kegiatan
operasional, dengan menyampaikan laporan secara berkala melalui media
informasi desa seperti papan pengumuman dan forum musyawarah terbuka.

2. Akuntabilitas, Diperlukan sistem pertanggungjawaban yang lebih
terstruktur melalui audit internal secara berkala dan pelaporan kinerja
tahunan yang disampaikan kepada pemerintah desa, pengawas, dan
masyarakat guna memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan
BUMDes.

3. Partisipasi, BUMDes disarankan untuk melibatkan masyarakat secara aktif
tidak hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga dalam proses perencanaan,
evaluasi, dan pengambilan keputusan, guna menciptakan rasa kepemilikan
dan memperkuat legitimasi sosial.

4. Berkelanjutan, Perlu adanya pengembangan unit usaha BUMDes yang
memiliki prospek jangka panjang dengan penguatan strategi bisnis,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta diversifikasi usaha agar
keberlangsungan ekonomi desa dapat terjaga.

5. Akseptabilitas, Setiap kebijakan atau program BUMDes hendaknya disusun

berdasarkan musyawarah mufakat agar dapat diterima oleh seluruh lapisan
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masyarakat, serta memperhatikan potensi lokal dan kebutuhan riil

masyarakat desa.
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